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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan   

1. Implementasi hak imunitas Ombudsman dalam menjalankan 

tugas dan kewenanganya tidak mutlak sebagaimana Pasal 10 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia yang berbunyi dalam rangka pelaksanaan 

tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, 

ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka 

pengadilan. Hal ini tidak berlaku jika Ombudsman melakukan 

pelanggaran hukum karena pasal tersebut memiliki batasan-

batasan. Ombudsman bukan lembaga yang kebal terhadap 

hukum, Namun hak imunitas menjadi salah satu 

keistimewaannya sebagai lembaga negara independen yang 

diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan, agar dalam 

menjalankan tugas tidak ada intervensi dari pihak manapun 

berhubung kewenangan lembaga ini sangat beresiko berbagai 

benturan kepentingan. 

2. Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 005/III/KIP-PS-

A/2018 sehubungan ketidakhadiran Ombudsman dalam 

persidangan ajudikasi dengan alasan hak imunitas tidak sesuai 

dengan konstitusi Pasal 28 F UUD 1945 sebagai hak dasar 

dalam memperoleh informasi. Disisi lain status hukum 

Ombudsman sebagai badan publik yang harus tunduk 

terhadap peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal ini 

UU KIP dimana diwajibkan memberikan keterangan  dalam 
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sidang sengketa informasi meskipun informasi tersebut 

dikecualikan, informasi yang dikecualikan tetap 

dipersidangkan oleh Majelis Komisioner secara tertutup. Hal 

tersebut menjadikan tidak ada badan publik yang dikecualikan 

hadir dan patuh pada panggilan untuk memenuhi kewajiban 

memberikan keterangan langsung, tidak hanya hadir lewat 

surat tugas saja. Implementasi hak imunitas dalam sengketa 

informasi publik menjadi tidak relevan sebagai dalil untuk 

tidak hadir selama  persidangan. 

B. Saran 

1. Kepada Ombudsman Republik Indonesia sebaiknya 

menyusun pengaturan mengenai batasan hak imunitas secara 

terperinci, dikarena hingga saat ini mengenai pedoman dalam 

melaksanakan tugas terkait hak imunitas hanya terdapat surat 

edaran ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 

16/ORI-SE/VII/2016 tentang penyamaan pemahaman 

mengenai mutatis mutandis dan imunitas dalam rangka 

melaksanakan kegiatan selaku pejabat Ombudsman Republik 

Indonesia sebagai bentuk turunan pelaksanaan dari undang-

undang tersebut. 

2. Kepada Komisi Informasi Pusat sebaiknya menjaga asas 

keterbukaan sesuai asas-asas pemerintahan yang baik dan 

bersih. Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa terbentuknya 

Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga independen mampu 

memberikan penyelesaian sengketa informasi publik, 



115 
 

 

 

sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan dalam setiap 

permasalahan yang ada karena informasi yang baik dan 

dibutuhkan itu amat penting dalam pengembangan pribadi dan 

lingkungan. Dan tetap menjaga prinsip imparsial dan 

independen dalam setiap persidangan ajudikasi di Komisi 

Informasi. 

3. Kepada peneliti selanjutnya terutama untuk para dosen dan 

mahasiswa agar menjadi bahan penelitian lanjutan untuk 

menjadi telaah yang lebih baik karena masih banyak 

kekurangan dari diri penulis sehingga perlu banyak kritik dan 

masukan agar karya tulis ini bisa lebih baik. Mari kita dorong 

pemahaman di masyarakat atau publik agar terus membangun 

kesadaran hukum, menjaga etika dalam berorganisasi dan 

meningkatkan integritas pelayanan publik demi terciptanya 

reformasi birokrasi yang dapat memberikan pelayanan yang 

baik sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan 

bersih. 
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